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BAB  III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Samarinda Seberang merupakan faktor tantangan dan peluang dalam pelaksanaan tugas pembangunan, sehingga perlu diantisipasi untuk masa lima tahun kedepan, khususnya dalam rangka pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Samarinda terpilih periode Tahun 2016 – 2021 pada Pilkada serentak tanggal       9 Desember 2015.
Terkait dengan hal tersebut kiranya isu-isu strategis menjadi salah satu acuan pokok dalam penyusunan program kegiatan prioritas pembangunan agar pencapaian tujuan pembangunan di Kecamatan Samarinda Seberang lebih terstruktur, tepat dan cepat. 
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai Peraturan Walikota Samarinda No. 24 Tahun 2014 Tanggal        22 September 2014 Tentang Penjabaran Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, organisasi Kecamatan adalah merupakan unsur pelaksana teknis kewilayahan dalam daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas tersebut diatas maka masih terdapat beberapa permasalahan  yang perlu mendapat perhatian untuk segera diatasi yaitu :

1. Belum terlaksananya pelimpahan sebagian wewenang kepala daerah kepada camat untuk peningkatan pelayanan masyarakat;

2. Belum optimalnya pembinaan kepada kelurahan;

3. Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pembangunan;

4. Belum optimalnya pembinaan kehidupan kemasyarakatan;

5. Belum optimalnya dalam pelaksanaan tindak lanjut dari hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan  dengan instansi lain. 

Selanjutnya Kecamatan Samarinda Seberang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi :

1. Koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kecamatan dalam rangka penyelanggaraan administrasi yang terpadu;
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;

4. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;

5. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Kelurahan;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan adminstrasi serta memberikan pelayanan  teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan;

7. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

8. Pelayanan perijinan yang dilimpahkan Kepala Daerah;

9. Membina tugas operasional Cabang Dinas Kota Samarinda.     

Dalam pelaksanaan fungsinya yang berjumlah 9 poin, beberapa permasalahan akan dibagi menurut  kondisi geografis, sosial budaya dan kemasyarakatan, pelayanan umum dan ekonomi yaitu :
1. Aspek geografis
Kecamatan Samarinda Seberang yang terdiri atas 6 (enam) Kelurahan, 115 RT dan jumlah penduduk sebesar 60.645 jiwa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 memiliki luas 13,51 Km2 secara geografis terletak antara 0º 21´ 18" - 1º 9´ 6" LS dan 116º 15´ 36"-1170º 24´ 16" BT dengan batas-batas wilayah yaitu :
	· Utara
	:
	Berbatasan dengan Sungai Mahakam

	· Timur
	:
	Berbatasan dengan Kecamatan Palaran / Sungai Mahakam

	· Selatan
	:
	Berbatasan dengan Kecamatan Loa Janan Ilir

	· Barat
	:
	Berbatasan dengan Sungai Mahakam


Berdasarkan kondisi geografis diatas, dapat dilihat bahwa letak Kecamatan Samarinda Seberang banyak berbatasan langsung dengan Sungai Mahakam yang berkaitan dengan transportasi air/sungai dan 2 (dua) kecamatan lainnya yang menjadi pintu masuk ke Kota Samarinda melalui Jembatan Mahakam. Perkembangan pembangunan masih cukup luas mengingat sebagian besar masih terdiri atas Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa lembah yang berbukit-bukit dan sebagian dibangun menjadi lokasi perumahan.

Namun demikian masih terdapat potensi terjadinya Degradasi Lingkungan dikarenakan adanya kegiatan pembangunan perumahan yang dapat merubah fungsi sebagai daerah resapan air, terjadinya tanah longsor dan kelestarian lingkungan hidup serta pada beberapa titik yang memang merupakan daerah rendah/cekungan sehingga sering terjadi banjir, selain karena permasalahan drainase yang tidak ada di sepanjang jalan propinsi.

Permasalahan lain pada umumnya adalah masih adanya tumpah tindih kepemilikan lahan dikarenakan terbatasnya tenaga pengukur di Kecamatan Samarinda Seberang.

2. Aspek Sosial Budaya dan Kemasyarakatan

Dengan jumlah penduduk mencapai 60.645 jiwa, terdiri atas 31.220 jiwa laki-laki dan 29.245 jiwa perempuan, warga Kecamatan Samarinda Seberang cukup harmonis dalam pluralitas budaya dan agamanya.  
Dalam keberagaman tersebut terdapat sebuah permukiman penduduk yang dihuni oleh suku yang sangat khas yaitu Kampung Bugis di Kelurahan Mesjid dan Kelurahan Tenun yang menurut sejarahnya merupakan cikal bakal berdirinya Kota Samarinda.  Kampung Tenun Seribu Benang oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono kemudian telah ditetapkan menjadi Destinasi wisata nasional ke-33, sehingga merupakan kawasan wisata kebanggaan Kota Samarinda dan Kecamatan Samarinda Seberang yang masih perlu digali terus potensinya, misalnya menciptakan kawasan wisata baru yaitu Kampung Ketupat.
Namun demikian masalah tingkat kesadaran warga akan Sanitasi / kebersihan lingkungan yang HBS (Hijau, Bersih, Sehat) dan ber-PHBS (Prilaku Hidup Bersih dan Sehat) menjadi tantangan bagi Pemerintah Kecamatan Samarinda Seberang, terutama pada penduduk di pinggiran Sungai Mahakam yang dipengaruhi pasang surut air, misalnya melalui kegiatan kerja bakti dan gotong royong serta bedah rumah untuk rumah tidak layak huni sebagai bagian dari program HBS dan Kota TEPIAN.
Demikian pula kegiatan kemasyarakatan berupa keamanan mandiri melalui keaktifan Poskamling, dapat dimotivasi dalam bentuk penilaian Poskamling sehingga dapat menekan angka kriminalitas yang terjadi di masyarakat.
3. Aspek Ekonomi 
Secara bertahap sektor ekonomi di Kecamatan Samarinda Seberang terus tumbuh berkembang yang ditandai dengan hadirnya sektor-sektor perbank-an, kegiatan revitalisasi Pasar Inpres Baka, usaha perhotelan dan rumah makan/restoran dan jenis UMKM lainnya.
Pembinaan UMKM dan industri kreatif perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan melibatkan SKPD teknis terkait bahkan sektor perbank-an, misalnya kepada kelompok industri sarung tenun khas Samarinda di kawasan Kampung Tenun Samarinda Seberang atau Kampung Ketupat sebagai produk unggulan lokal, baik melalui pelatihan, sosialisasi, manajemen usaha, permodalan dan lain-lain.   
4. Aspek Pelayanan Umum

Untuk pelayanan di internal Kecamatan seperti telah diinformasikan sebelumnya bahwa jumlah dan kompetensi tenaga (SDM) di Kecamatan juga sangat terbatas, hal ini dikarenakan adanya proses promosi jabatan dan rotasi ke 3 (tiga) kelurahan pemekaran yang baru. Yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat, baik urusan wajib dan sebagian kewenangan yang telah dilimpahkan di Kecamatan. 
Selain itu masih rendahnya kualitas pada sistem database terkait program-program di Kecamatan, baik dari sisi pemutakhiran data dan juga kepada akses publik serta sarana dan prasarana pendukungnya.
Untuk pelayanan di eksternal Kecamatan, seperti dibidang pendidikan mencakup angka partisipasi sekolah dan bangunan sekolah yang masih perlu ditingkatkan agar para murid nyaman belajar.

Pelayanan kesehatan dengan 2 (dua) Puskesmas induk dan pengembangan menjadi rawat inap pada Puskesmas Baka, diharapkan dapat membantu masalah pelayanan kesehatan masyarakat.  Terkait  upaya kerjasama antara UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan dan UPTD Puskesmas Kecamatan dalam membenahi makanan jajanan sekolahan yang tidak memenuhi syarat, perlu dilakukan agar anak sekolah mendapatkan jajanan yang sehat dan berkualitas melalui pengelolaan Kantin Sekolah Sehat.  Kegiatan lainnya secara berkinambungan terus dilaksanakan melalui kegiatan penilaian Bayi dan Balita Sehat, Desa Siaga, Lomba Posyandu, Lomba UKS dan Sekolah Adiwiyata, Lomba Rumah Sehat dan lain sebagainya serta menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta kasus gizi buruk.
Upaya lainnya adalah dalam pengelolaan sampah melalui TPST dan Bank Ramli (Ramah Lingkungan) oleh masyarakat yang terus digiatkan dengan metode 3R serta penanaman pohon pelindung dan peneduh. 3R (Reuse, Reduce, dan Recycle) sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber energy / Gas Methane yang dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 

3R terdiri atas reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Dan Recycle berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
Adapun untuk penilaian Isu/Permasalahan Strategis ini terdapat 6 (enam) kriteria yaitu :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra = 20

2. Merupakan tugas dan tanggungjawab SKPD sesuai tupoksi = 10

3. Memiliki dampak  yang besar terhadap publik = 20

4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah = 10

5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani = 15

6. Prioritas janji politik (kepala daerah) yang perlu diwujudkan = 25
Tabel 3.1
Tabel Isu/Permasalahan Strategis dan Jumlah Skor Berdasarkan   4 (empat) Aspek di Kecamatan Samarinda Seberang     
	No
	Isu/Permasalahan Strategis
	Nilai   masing - masing  Kriteria
(skala 1-100)
	Total Score

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Degradasi Lingkungan karena adanya kegiatan pembangunan yang merubah fungsi  daerah resapan air, terjadinya tanah longsor dan kelestarian lingkungan hidup
	18
	5
	18
	8
	10
	20
	79

	2
	Terjadinya banjir pada daerah rendah dan  tidak adanya drainase di sepanjang jalan propinsi
	18
	5
	20
	10
	10
	20
	83

	3
	Masih terdapatnya kepemilikan ganda atas sebidang tanah
	17
	10
	15
	7
	10
	15
	74

	4
	Pembinaan dan pengembangan potensi kawasan wisata Kampung Tenun masih belum digali secara optimal 
	18
	5
	20
	10
	10
	20
	83

	5
	Sanitasi lingkungan masih rendah, terutama pada kawasan pasang surut dan masih terdapatnya rumah tidak layak huni
	18
	5
	18
	10
	10
	16
	77

	6
	Keaktifan Poskamling perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka kriminalitas
	17
	8
	18
	7
	10
	15
	75

	7
	Pembinaan dan pengembangan sektor UMKM untuk produk lokal unggulan belum digarap optimal
	18
	5
	18
	10
	10
	20
	81

	8
	Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik belum maksimal
	20
	10
	18
	8
	10
	20
	86

	9
	Rendahnya kualitas  sistem database terkait program, baik pemutakhiran data dan  akses publik
	18
	10
	16
	8
	10
	18
	80

	10
	Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Kecamatan masih sangat terbatas 
	20
	6
	18
	8
	10
	20
	82

	11
	Kinerja pegawai yang belum maksimal
	20
	5
	18
	8
	10
	20
	81

	12
	Angka partisipasi sekolah dan kualitas bangunan sekolah masih perlu ditingkatkan
	20
	5
	16
	8
	10
	22
	81

	13
	Pembinaan dan pengelolaan Kantin Sekolah Sehat terhadap jajanan anak sekolah masih rendah 
	20
	5
	16
	8
	10
	20
	79

	14
	AKI dan AKB perlu ditekan lebih maksimal
	20
	6
	16
	8
	10
	22
	82

	15
	Pengelolaan sampah melalui program 3R  di masyarakat masih belum optimal
	20
	8
	18
	8
	10
	20
	84


Tabel 3.2
Tabel Isu/Permasalahan Strategis Berdasarkan Urutan  Perhitungan Skor di Kecamatan Samarinda Seberang     
	No
	Isu/Permasalahan Strategis
	Skor

	1
	Tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik belum maksimal
	86

	2
	Pengelolaan sampah melalui program 3R  di masyarakat masih belum optimal
	84

	3
	Terjadinya banjir pada daerah rendah dan  tidak adanya drainase di sepanjang jalan propinsi
	83

	4
	Pembinaan dan pengembangan potensi kawasan wisata Kampung Tenun masih belum digali secara optimal
	83

	5
	Kasus AKI, AKB dan gizi buruk perlu ditekan lebih maksimal
	82

	6
	Sarana dan Prasarana penunjang kegiatan Kecamatan masih sangat terbatas
	82

	7
	Kinerja pegawai yang belum maksimal
	81

	8
	Angka partisipasi sekolah dan kualitas bangunan sekolah masih perlu ditingkatkan
	81

	9
	Pembinaan dan pengembangan sektor UMKM untuk produk lokal unggulan belum digarap optimal
	81

	10
	Rendahnya kualitas  sistem database terkait program, baik pemutakhiran data dan  akses publik
	80

	11
	Pembinaan dan pengelolaan Kantin Sekolah Sehat terhadap jajanan anak sekolah masih rendah
	79

	12
	Degradasi Lingkungan karena adanya kegiatan pembangunan yang merubah fungsi  daerah resapan air, terjadinya tanah longsor dan kelestarian lingkungan hidup
	79

	13
	Sanitasi lingkungan masih rendah, terutama pada kawasan pasang surut dan masih terdapatnya rumah tidak layak huni
	77

	14
	Keaktifan Poskamling perlu ditingkatkan untuk mengurangi angka kriminalitas
	75

	15
	Masih terdapatnya kepemilikan ganda atas sebidang tanah
	74


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2.1. VISI :

Sesuai dengan Visi Kota Samarinda yang tercantum dalam RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021, yaitu :
“ TERWUJUDNYA KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA METROPOLITAN YANG BERDAYA SAING DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN ”
Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

Misi Pertama
:
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ditunjang aparatur yang berintegritas tinggi, profesional, dan inovatif;
Misi Kedua  
:
Memantapkan kapasitas pengelolaan keuangan Kota Samarinda yang akuntabel dalam menunjang pembiayaan pembangunan;
Misi Ketiga
: 
Mewujudkan ruang kota yang layak huni;
Misi Keempat
: 
Memantapkan sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor unggulan;
Misi Kelima
:
Mewujudkan masyarakat Kota Samarinda yang berkarakter, sehat, cerdas, serta berdaya saing nasional dan internasional;
Misi Keenam
: 
Mewujudkan iklim kehidupan masyarakat Kota Samarinda yang harmoni, berbudaya, dan religius.
Untuk menunjukkan komitmen dan konsistensi pemerintah Kota Samarinda dalam jalan perubahan menuju Samarinda sebagai kota metropolitan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. 
Kesembilan agenda prioritas itu adalah :
P1. Optimalisasi pengendalian banjir;

Bencana banjir merupakan fenomena alam yang terjadi akibat intensitas curah hujan yang tinggi. Intensitas tinggi tersebut disebabkan oleh tidak tertampungnya limpasan air permukaan oleh jaringan pematusan suatu wilayah. Kondisi tersebut berdampak pada timbulnya genangan di wilayah tersebut yang dapat meresahkan masyarakat. Bencana banjir di Indonesia sendiri merupakan jenis bencana yang paling sering terjadi. Kota Samarinda merujuk dari RTRW tahun 2014 - 2034 termasuk memiliki kerentanan terhadap banjir. Hal tersebut dikarenakan kondisi kota Samarinda yang rentan, dimana topografinya cenderung landai.  Selain itu, curah hujan di Kota Samarinda tergolong tinggi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko bencana banjir khususnya banjir permukaan dan genangan di beberapa titik jalan. Hal tersebut diperparah dengan kondisi drainase di Kota Samarinda yang belum memadai dan masih banyaknya sampah diparit-parit sehingga menghambat aliran air jika terjadi banjir/genangan. Kecamatan di Kota Samarinda yang termasuk wilayah tersebut, antara lain : Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 1 yaitu Optimalisasi pengendalian banjir memiliki tujuan mewujudkan Kota Samarinda bebas banjir, dengan sasaran terlaksananya pengendalian banjir dan relokasi Tepi SKM.

P2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada pengetahuan mereka tentang kesehatan yang berguna sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit. Selain itu ketika  sakit, maka sejauh mana mereka mendapat pengobatan secara cepat dan berkualitas. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dalam rangka mencapai masyarakat yang sejahtera. Indikasi seseorang  sejahtera antara lain memiliki tubuh yang sehat dan hidup dilingkungan yang sehat pula.  Pemerintah kota samarinda berkomitmen mewujudkan Samarinda sebagai Kota Sehat dan Bebas Narkoba, oleh karena itu perlu upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan bahaya narkoba serta  lebih mendekatkan masyarakat kepada akses pelayanan kesehatan agar tindakan medis dapat lebih mudah menjangkau masyarakat. Selain itu kualitas pelayanan kesehatan juga harus ditingkatkan seiring dengan peningkatan fasilitas kesehatan.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 2 yaitu Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat memiliki tujuan meningkatnya derajat kesehatan secara berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat, dengan terwujudnya Samarinda sebagai Kota Sehat dan Kota Bebas Narkoba.

P3. Pengembangan bidang pendidikan untuk menghasilkan sdm yang profesional, berkarakter dan religius;

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) oleh Pemerintah Kota Samarinda, baik melalui upaya pendidikan maupun latihan ditujukan untuk menghasilkan SDM yang Profesional karena memiliki kualitas dan etos kerja, Berkarakter karena  berintegritas dan berdedikasi, serta Religius karena telah dibekali ilmu agama yang cukup dan sanggup mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengembangan SDM yang profesional, berkarakter dan religius ini dilakukan dengan meningkatkan kualitas pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swsta serta pendidikan lainnya yang memiliki kearifan lokal seperti Pesantren.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 3 yaitu Pengembangan Bidang Pendidikan untuk Menghasilkan SDM yang Profesional, Berkarakter dan Religius memiliki tujuan mewujudkan pendidikan yang berkarakter, merata, dan terjangkau serta berdaya saing, dengan sasaran :

·  Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas;
· Meningkatnya sarana dan prasarana sekolah;
· Fasilitasi bagi santri dari keluarga tidak mampu di pesantren.
P4. Pengembangan dan peningkatan infrastruktur, fasilitas perkotaan dan utilitas penunjang sektor unggulan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan;

P5. Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan;

Kemiskinan apabila dipandang dari sisi ekonomi muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia dan perbedaan akses dalam modal serta rendahnya kesempatan kerja yang ada. Berbicara mengenai masalah ekonomi kerakyatan tidak akan pernah lepas dari pembicaraan tentang UMKM. Sebab UMKM berperan dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan.  Pemberdayaan dan pengembangan UMKM merupakan salah satu cara untuk menanggulagi kemiskinan yang terjadi. Caranya adalah memberikan akses kepada penduduk miskin untuk dapat terlibat dalam berusaha dan aktif dalam kegiatan usaha yang produkif dan memasyarakatkan kewirausahaan terutama dikalangan keluarga miskin atau daerah tertinggal. Pengembangan UMKM melalui peningkatan usaha dan keterampilan pengelolaan usaha, akses lembaga keuangan dan sekaligus meningkatkan kepastian dan perlindungan usaha yang mandiri untuk siap tumbuh dan bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 5 yaitu Pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan memiliki tujuan meningkatkan peran investasi dan ekonomi kerakyatan, dengan sasaran:

· Meningkatnya perekonomian melalui investasi swasta dan pasar tradisional;
· Meningkatnya perekonomian melalui peran UMKM & Koperasi, bidang Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Pertanian, Perkebunan, Peternakan & Perikanan, serta usaha jasa lainnya.
P6. Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif;

Dampak utama bencana seringkali menimbulkan korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memberikan amanat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. Selanjutnya tanggungjawab Pemerintah Kota Samarinda dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1) Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan tandar pelayanan minimum;

2) Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3) Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan
4) Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 6 yaitu Pencegahan dan penanggulangan bencana secara efektif memiliki tujuan mengurangi dampak resiko bencana, dengan sasaran meningkatnya sarana prasarana pencegahan dan penanggulangan bencana.

P7. Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya,  peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta permberdayaan masyarakat dan perempuan;

Pada prioritas pembangunan ini dimaksudkan mengupayakan terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan melibatkan secara optimal segenap lapisan masyarakat untuk berperan aktif pada organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang tumbuh dilingkungannya. Setiap masyarakat didorong agar dapat berperan sebagai subyek pembangunan, khususnya pada bidang-bidang keagamaan,  seni budaya, keolahragaan, pengarustamaan gender dalam rangka perlindungan perempuan dan anak, serta keluarga berencana. Jika setiap masyarakat dapat menjadi subyek dalam pergerakan roda pembangunan, maka pada tahap berikutnya diharapkan mereka akan menjelma sebagai agen perubahan kearah yang lebih baik dilingkungan masing-masing. Agar pemberdayaan segenap lapisan masyarakat dapat terwujud, maka Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial yang ada serta menyiapkan regulasi yang jelas agar peran serta masyarakat berjalan dijalur yang benar demi kebaikan dan kemajuan bersama.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 7 yaitu Peningkatan kehidupan beragama, seni budaya,  peran dan prestasi pemuda, permasyarakatan olah raga serta permberdayaan masyarakat dan perempuan memiliki tujuan mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olahraga, serta pemberdayaan masyarakat & perempuan, dengan sasaran:

· Terwujudnya pengembangan seni budaya, peran dan prestasi pemuda, pemasyarakatan olah raga, pemberdayaan masyarakat & perempuan, dan sukses Keluarga Berencana;
· Tercapainya stabilitas keamanan & ketertiban serta iklim yang kondusif.
P8. Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah;

Dalam mewujudkan pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan, daerah dituntut bukan hanya kreatif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun juga dituntut untuk melakukan pembenahan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien & akuntabel.  Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Disadari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam.  Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Pola anggaran yang tertuang dalam APBD memiliki dua komponen, yaitu sisi pendapatan dan sisi belanja.

Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 8 yaitu Pemantapan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan di daerah memiliki tujuan mewujudkan pembiayaan pembangunan yang tertib dan sesuai dengan prinsip perencanaan, dengan sasaran meningkatnya pendapatan & pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien & akuntabel.

P9. Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik.

Good governance merupakan perwujudan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa melalui pemanfaatan sumber daya social, budaya, politik, serta ekonomi dan diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat.  Pemerintahan yang bersih haruslah pemerintahan yang mampu melaksanakan program pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efesien, transparan, jujur, dan bertnggung jawab yang tentunya dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara dan masyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sector swasta) saling terkait.  Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu : bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam hal biaya dan waktu.  

Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Asas Kepastian Hukum : Peraturan-peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh Pemerintah Kota Samarinda beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi secara hierarkhis, serta memastikan perda yang ada dijalankan dan ditegakkan melalui pengawasan serta penegakan hukum bagi yang melanggar.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara : asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Pemerintah Kota Samarinda dengan segenap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan harus senantiasa terjalin suatu hubungan keteraturan dan keseimbangan antar lembaga. Hal ini penting untuk dilakukan agar tidak terjadi conflict of interest (benturan kepentingan) dan conflict of authority (benturan tugas dan kewenangan). Kondisi ini akan diwujudkan oleh pemerintah Kota Samarinda melalui pertemuan secara rutin dalam bentuk FGD maupun pertemuan non formal lainnya.
3) Asas Kepentingan Umum : asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Asas ini sangat urgen untuk diterapkan khususnya pada berbagai sektor pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan pendidikan di kota Samarinda. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, pemerintah Kota Samarinda secara perlahan menyediakan arapatur yang profesional dan kompeten. Hal ini merupakan langkah pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkan kultur profesionalisme dalam seluruh pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pendukung pelayanan publik, pemerintah Kota Samarinda kedepannya akan menerapkan pelayanan publik berbasis IT melalui e-government.
4) Asas Keterbukaan : asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Setelah era reformasi mulai bergulir sejak 1998, tuntutan yang terbesar dari penyelenggaraan sebuah pemerintahan baik di pusat maupun daerah adalah keterbukaan (transparency). Oleh sebab itu asas keterbukaan ini juga harus dijunjung tinggi oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui penerapan kultur transparansi.
Dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa agenda prioritas 9 yaitu Peningkatan tata kota kelola pemerintahan yang baik memiliki tujuan memantapkan reformasi birokrasi, dengan sasaran terwujudnya pelayanan publik berkualitas, transparan, akuntabel dan bebas korupsi.

3.3. Telaahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
Dalam Menghadapi era globalisasi saat ini gelombang permasalahan dan tantangan yang dihadapi Bangsa Indonesa dalam melaksanakan pembangunan nasional semakin “pasang”. Dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun global (internasional) merupakan salah satu kompleksitas tantangan bangsa Indonesia dalam mencapai target pembangunan.

Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi akan mendorong akselerasi proses demokratisasi dan disentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal dimana akan ada pilihan antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintah (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepunuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan  berbagai sumber daya alam yang akan memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut akan mencerminkan betapa rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa Indonesia sehingga menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh intansi pemerintah termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional melalui pengoptimalan sumber daya dan pelibatan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan dalam menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme Kementerian/Lembaga (K/L) yang dapat mencapai target dan tujuan pembanguan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “ Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur ”.

Rencana Strategis Kementerian Negara Perencanaan  Pembangunan Nasional/Bappenas pada dasarnya memperhatikan :

a. Penjabaran sasaran prioritas Presiden dan rancangan Awal RPJMN Kedalam sasaran strategis K/L;

b. Konsistensi penjabaran kebijakan K/L dengan rencana awal RPJMN;

c. Konsistensi program dan kegiatan K/L sebagai penjabaran oprasional rencana awal RPJMN yang memuat prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas bidang;

d. Sinergi antara sasaran hasil (outcome) program K/L dengan program prioritas presiden;

e. Sinergi antara sasaran keluaran (output) kegiatan K/L dengan sasaran hasil (outcome) program K/L; dan
f. Sumber daya yang diperlukan.

Sebagai Renstra kelembagaan pemerintah yang lebih tinggi maka keselarasan tujuan serta sasaran antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan pembangunan sangat penting guna mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sekaligus meningkatkan outcome yang dihasilkan.

Pada dasarnya tujuan, sasaran dan indikator kinerja perencanaan pembangunan yang ditetapkan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk 5 (lima) tahun kedepan memiliki keselarasan yang kokoh. Hal ini mengindikasikan harapan dalam menumbuhkembangkan sinergitas perencanaan, yaitu meningkatkan daya saing pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat guna mewujudkan tujuan pembangunan kabupaten/kota.

Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

a. Pemekaran Kalimantan Utara;

b. Perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca;

c. Mainstreaming ekonomi hijau dalam perencanaan pembangunan;

d. Pentingnya pengembangan agro industri di masa depan;

e. Kelangkaan BBM dan daya listrik yang tak kunjung terpecahkan;

f. Komitmen atas pemberantasan dan pencegahan korupsi;

g. Koordinasi yang lemah antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pengendalian ijin eksploitasi;

h. Peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan;

i. Pencapaian MDG’s; dan
j. Pencapaian MP3EI.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Perencanaan yang tepat akan mewujudkan Kota Samarinda menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan dokumen perencanaan sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif agar pelaksanaan pembangunan daerah tetap berada pada batas-batas kewajaran.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu diupayakan sebuah sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu dan terintegrasi. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian Kota Samarinda. Salah satu perwujudan hal tersebut adalah dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan seperti penataan ruang yang mendukung Kota Samarinda sebagai menjadi kota tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda periode 2014-2034, Kota Samarinda mempunyai tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan Kota Samarinda menjadi Kota Tepian yang berbasis perdagangan, jasa dan industri yang maju, berwawasan lingkungan dan hijau, serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun konsep Kota Tepian yang dimaksudkan adalah kata Tepian yang tidak hanya menjadi Semboyan Kota Samarinda yang merupakan akronim dari Teduh, Rapi, Aman dan Nyaman tetapi juga cerminan dari Kota Samarinda yang terletak di daerah tepi sungai, yaitu bagian yang berbatasan langsung dengan air. 
Daya tarik Kota Samarinda sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Dengan prediksi Kota Samarinda akan berjumlah penduduk 1.057.671 jiwa (menjadi Kota Metropolitan karena diatas 1 juta penduduk) di tahun 2017 dan 1.388.466 jiwa di tahun 2023 (tabel 3.3), membawa tantangan yang besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduk akan lahan yang hanya tersedia 718 Km2.  
Oleh karena itu, sangat penting dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kedepan yang sesuai dengan RTRW Kota Samarinda.

Tabel 3.3
Distribusi penduduk wilayah Kota Samarinda Tahun 2013 - 2033

	No
	Kecamatan
	Jumlah
	Rencana Distribusi Penduduk

	
	
	2013
	2017
	2033

	1
	Palaran
	54.353
	71.352
	93.668

	2
	Samarinda ilir
	73.383
	96.334
	126.463

	3
	Sambutan
	48.342
	63.461
	83.309

	4
	Samarinda Kota
	36.604
	48.052
	63.081

	5
	Samarinda Seberang
	63.715
	83.642
	109.802

	6
	Loa Janan Ilir
	62.740
	82.362
	108.122

	7
	Sungai Kunjang
	126.302
	165.804
	217.660

	8
	Samarinda Ulu
	134.659
	176.775
	232.062

	9
	Sungai Pinang
	105.695
	138.752
	182.148

	10
	Samarinda Utara
	99.894
	131.137
	172.150

	 
	Jumlah
	805.687
	1.057.671
	1.388.466


Sumber: Revisi Materi Teknis dan Album Peta RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034, Bappeda Tahun 2016
Untuk merealisasikan program-program perencanaan pembangunan daerah serta keterpaduan antara program/kegiatan dan sasaran pembangunan berbasis kewilayahan maka perlu mempertimbangkan strategi arah kebijakan penataan ruang Kota Samarinda sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses pelayanan regional dan internasional sebagai Pusat Kegiatan Nasional yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang dan sebagai bagian dari Kapet Sasamba;

b. Perwujudan pusat-pusat pelayanan kota yang bersinergi, efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi daerah sebagai kota tepian;

c. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;

d. Peningkatan peran kota tepian yang ditunjang oleh kegiatan industri, pertanian, perikanan, perdagangan/jasa dan pariwisata;

e. Pemantapan kelestarian kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;

f. Pengembangan kegiatan budidaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan hijau serta mempunyai keunggulan daya saing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

g. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Kota Samarinda juga harus mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Timur. Rencana jaringan prasarana berdasarkan Raperda RTRW Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

· Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Prasarana Utama diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, yang dikembangkan berdasarkan pada struktur kota yang akan dibentuk serta untuk mengintergrasikan wilayah kabupaten/kota dengan kabupaten/kota di sekitarnya. Sistem jaringan prasarana utama terdiri atas :

· Sistem Jaringan Transportasi Darat

· Sistem Jaringan Transportasi Perkeretaapian

· Sistem Jaringan Transportasi Laut

· Sistem Jaringan Transportasi Udara

· Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

· Sistem Jaringan Energi

· Sistem Jaringan Telekomunikasi

· Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Kebijakan penataan ruang, di dukung oleh adanya program yang mendukung kebijakan itu terlaksana. Berikut ini adalah tabel indikasi program RTRW Kota Samarinda disertai besaran dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan waktu pelaksanaan program.
Tabel 3.4
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

	Pusat Pelayanan Kota (PPK)
	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)
	Pusat Lingkungan (PL)

	1. Sebagian Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis;

2. Sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.


	1. Sub pusat pelayanan kota I berfungsi sebagai perdagangan dan jasa skala kota di Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran dan Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir;

2. Sub pusat pelayanan kota II berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan, di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir,Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Sungai Pinang dan Kecamatan Samarinda Utara.
	1. Pusat Lingkungan I di Kelurahan Sempaja Utara dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara; 

2. Pusat Lingkungan IIdi Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Bandara dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang; 

3. Pusat Lingkungan III di Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu; 

4. Pusat Lingkungan IV di Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Bugis, Kelurahan Sungai Pinang Luar Kecamatan Samarinda Kota; 

5. Pusat Lingkungan V di Kelurahan Pelita, Kelurahan Sungai Dama, dan sebagian Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir; 

6. Pusat Lingkungan VI di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan; 

7. Pusat Lingkungan VII di Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kelurahan Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu Kecamatan Sungai Kunjang; 

8. Pusat Lingkungan VIII di Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang TigaKecamatan Loa Janan Ilir; 

9. Pusat Lingkungan IX di Kelurahan Mesjid, Kelurahan Sungai Keledang, Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang; 

10. Pusat Lingkungan X di Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran.

	Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional
	Sub Pusat Pelayanan Kota dilengkapi dengan sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan kota yaitu sarana perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, peribdatan dan sarana pelayanan umum.
	Pusat lingkungan kota dilengkapi sarana lingkungan perkotaan skala pelayanan lingkungan.


Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034, Bappeda Tahun 2016
Untuk mengembangkan kota-kota di Kota Samarinda baik hierarki maupun fungsinya, maka diperlukan kebijaksanaan pengembangan menurut potensi per kecamatan seperti di tabel dibawah ini :
Tabel3.5
Potensi Pengembangan Wilayah Per Kecamatan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda

	No.
	Kecamatan
	Rencana Pengembangan Wilayah

	
	
	Arahan Rencana
	Rencana Pengembangan

	1.
	Samarinda Ulu
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Ulu, di Kelurahan Sidodadi.

b) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan, pelayanan pendidikan.

c) Pusat Lingkungan III

Berada di Kelurahan Sidodadi, Gunung Kelua, Air Hitam, Air Putih, Telok Lerong Ilir, dan sebagian Kelurahan Jawa.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Rencana sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, dan sistem jaringan perkereta apian.

b) Rencana Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran. 

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Ruang Terbuka Hijau Publik, Ruang Terbuka Hijau Privat, Kawasan Rawan Banjir dan Kawasan Longsor.

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan sedang, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau,  Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi  (banjirdan longsor), kawasan pengolahan ikan,  Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).

	2.
	Samarinda Ilir
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.
b) Pusat Lingkungan V

Berada di Kel. Pelita, Sungai Dama, dan sebagian Kel. Selili

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi longsor, jalur evakuasi kebakaran).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), kawasan rawan bencana alam (longsor)

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  rendah, perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri  (kecil dan makro,  sedang dan menengah, dan industri besar), kawasan Ruang Terbuka Non Hijau,  Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi  (banjirdan longsor), Kawasan peruntukan lainnya (pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda)

	3.
	Samarinda Kota
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Pusat Pelayanan Kota (PPK)

Sebagai  pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala regional di sebagian Kecamatan Samarinda Kota , Kelurahan Bugis.

b) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.

c) Pusat Lingkungan IV

Berada di Kelurahan Karang Mumus, Pelabuhan, Pasar Pagi, Bugis, dan Sungai Pinang Luar.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi kebakaran)

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan  perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat)

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan rendah, perdagangan dan jasa skala (regional dan kota, kawasan, pada pusat-pusat lingkungan), kawasan perkantoran swasta, pariwisata buatan, industri kecil dan makro, kawasan Ruang Terbuka Non Hijau,  Kawasan Peruntukan Ruang Sektor Informal,  Kawasan Peruntukan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota di kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda dan kawasan perdagangan Citra Niaga.

	4.
	Samarinda Seberang
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.

b) Pusat Lingkungan IX

Berada di  Kelurahan Masjid, Sungai Keledang, Baqa.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir, jalur evakuasi  kebakaran)

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan perlindungan setempat, (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  tinggi, perdagangan dan jasa berskala kawasan, kawasan perkantoran  (pemerintah dan swasta), pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri  (sedang dan menengah, dan industri besar), Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir),  Kawasan peruntukan lainnya (perikanan, pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan Kota Lama di Kec. Samarinda Seberang).

	5.
	Samarinda Utara
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.

b) Pusat Lingkungan I

Berada di  Kelurahan Sempaja Utara, dan sebagian Kelurahan Sempaja Selatan.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian, sistem jaringan transportasi udara.

b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan perlindungan  pada kawasan di bawahnya (kawasan resapan air), Kawasan perlindungan setempat (embung),  Kawasan Cagar Alam (KRUS Unmul), RTH (Publik dan Privat).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  sedang,  perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata (alam, sejarah budaya dan buatan), industri  (kecil dan mikro), RTNH, Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana (banjir),  Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,  perikanan,  pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (KRUS  dan kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan sosial budaya (kawasan pariwisata Budaya Desa Pampang).


Sungai Kunjang ahana Utara, dan sebagian Kela Utama

	
























































































	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.

b) Pusat Lingkungan I

Berada di  Kelurahan Telok Lerong Ilir, Karang Asam Ulu, Karang Asam Ilir, Loa Bakung dan sebagian Kelurahan Loa Bahu.
	

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem jaringan perkereta-apian.
b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai), RTH (Publik dan Privat).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  sedang,  perdagangan dan jasa berskala (kawasan dan pusat-pusat lingkungan),  perkantoran pemerintah, pariwisata (sejarah budaya dan buatan), industri  (kecil dan mikro; sedang –menengah, besar), RTNH, Kawasan peruntukan lainnya (pertanian,  perikanan,  pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).

	7.
	Sungai Pinang
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) 




























































































































Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub PPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.

b) Pusat Lingkungan II

Berada di  Kelurahan Temindung Permai, Bandara, dan sebagian Kelurahan Sungai Pinang Dalam.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan).

b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

RTH (Publik dan Privat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  sedang,  perdagangan dan jasa pada pusat-pusat lingkungan, pariwisata buatan, RTNH, Kawasan  Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana, Kawasan peruntukan lainnya (perikanan,  pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).

	8.
	Sambutan
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.
b) Pusat Lingkungan VI

Berada di Kelurahan Sambutan dan sebagian Kelurahan Makroman.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran, jalur evakuasi banjir).

	
	
	d. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  tinggi,  pariwisata buatan, (industri sedang-menengah dan besar), RTNH, Kawasan  Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana (Banjir), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan,  pertambangan, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan perdagangan dan jasa berskala kota di Kec. Sambutan).

	9.
	Palaran
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdaganan dan jasa skala kota di Kelurahan Rawa Makmur.

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.
b) Pusat Lingkungan X

Berada di  Kelurahan Rawa Makmur, Bukuan, dan sebagian Kelurahan Simpang Pasir.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan, Sistem Jaringan Transportasi Laut.
b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

Kawasan Perlindungan Setempat (sempadan sungai), RTH (Publik danPrivat), Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  tinggi,  pariwisata alam dan buatan, (industri kecil - mikro dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan,  pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi (Kawasan industri di Kec. Palaran).

	10.
	Loa Janan Ilir
	a. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota
	a) Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK)

Sub PPK I berfungsi sebagai pusat perdaganan dan jasa skala kota di Kelurahan Simpang Tiga.

Sub PPK II berfungsi sebagai pusat pemerintahan pelayanan kesehatan skala kecamatan,  pelayanan pendidikan.
b) Pusat Lingkungan VIII

Berada di  Kelurahan Sengkotek dan sebagian Kelurahan Simpang Tiga.

	
	
	b. Rencana Struktur Ruang Wilayah
	a) Rencana Sistem Jaringan Prasarana Utama

Sistem Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan,  Sistem Perkereta-apian.

b) Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Energi listrik, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan (sistem penyediaan air minum, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, sistem proteksi kebakaran).

	
	
	c. Rencana Pola Ruang Wilayah
	a) Kawasan Lindung

RTH (Publik dan Privat) dan Kawasan Rawan Bencana Alam (Banjir).

b) Kawasan Budidaya

Kawasan perumahan kepadatan  tinggi,  perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan, pariwisata buatan, (sedang-menengah dan besar), Kawasan peruntukan lainnya (pertanian, peternakan,perikanan,  pertambangan, hankam, pendidikan, kesehatan dan peribadatan) dan Kawasan Strategis Kota dari sudut pandang lingkungan (kawasan tepian sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda).


Sumber : Bappeda, 2016
Potensi Pengembangan Kota Samarinda berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang yaitu untuk perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pariwisata, industri, ruang bagi sektor informal, pertambangan, pertahanan dan keamanan dan kawasan strategis kota seperti yang dapat dilihat pada tabel  berikut :

Tabel 3.6
Potensi Pengembangan Kota Samarinda 

	No
	Arahan RTRW Kota
	Rencana Pengembangan Wilayah

	(1)
	(2)
	(3)

	1.
	Kawasan Peruntukan Perumahan
	a. Kawasan peruntukan perumahan meliputi : a. kawasan perumahan kepadatan tinggi dengan luas kapling 200 M2 per unit;b. kawasan perumahan kepadatan sedang dengan luas kapling 300 M2 per unit; dan c. kawasan perumahan kepadatan rendah dengan luas kapling 500 M2 per unit. 

b. Kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di Kecamatan Palaran, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sambutan, dengan luas 4.000 Ha. 

c. Kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan di Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Sungai Pinang, dengan luas 3.000 Ha.

d. Kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan di Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Utara, dengan luas 2.000 Ha.

	2.
	Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa
	a. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala regional dan kota di Kecamatan Samarinda Kota dan Kecamatan Samarinda Ulu. 

b. Pengembangan Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa berskala kawasan di Kelurahan Bugis, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Karang Asam Ilir, dan Kelurahan Baqa. 

c. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat pelayanan lingkungan di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Gunung Lingai, Kelurahan Temindung Permai, Kelurahan Sempaja Selatan, Kelurahan Sungai Dama, Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pelabuhan, Kelurahan Pasar Pagi, Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Karang Anyar, dan Kelurahan Sengkotek.

	3.
	Kawasan Peruntukan Perkantoran


	a. Kawasan perkantoran pemerintahan terdapat di Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Seberang; 

b. Kawasan perkantoran swasta terletak menyatu dan/atau bercampur di antara kawasan perdagangan dan jasa yang berada di tiap-tiap sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Kota, Samarinda Ilir dan Kecamatan Samarinda Seberang.

	4.
	Kawasan Peruntukan Pariwisata
	a. Kawasan pariwisata alam meliputi: a. Lembah Hijau (Camping Ground Area) di Kecamatan Samarinda Utara; b. Kawasan Kebun Raya Unmul Samarinda di Kecamatan Samarinda Utara; c. Air Terjun Tanah Merah di Kecamatan Samarinda Utara; d. Telaga Permai Batu Besaung di Kecamatan Samarinda Utara; e. Wisata Geologi di Kecamatan Palaran; f. Air Terjun Lubang Muda Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; dan g. Waduk Jala Tunda di Kecamatan Samarinda Utara. 

b. Kawasan pariwisata sejarah budaya meliputi: Desa Wisata Pampang di Kecamatan Samarinda Utara; b. Pusat Pembuatan Tenun Sarung Samarinda di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Makam Lamohang Daeng Mangkona bergelar Puo Ado di Kecamatan Samarinda Seberang; d. Tugu Makam Tentara Jepang Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang; dan e. Tugu Makam Tentara Belanda Loa Buah di Kecamatan Sungai Kunjang.

c. Kawasan pariwisata buatan meliputi: a. Islamic Centre di Kecamatan Sungai Kunjang; b. Masjid Kayu Tua di Kecamatan Samarinda Seberang; c. Wisata sungai di Sungai Mahakam dan Sungai Karang Mumus; d. Penangkaran Buaya Makroman di Kecamatan Sambutan; e. Kebun Binatang dan Taman Buru di Kecamatan Samarinda Utara; f. Pusat Cinderamata Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; g. Museum Geologi di Kecamatan Samarinda Utara; h. Kolam Renang/Water Boom Jessica Park di Kecamatan Samarinda Seberang; i. Kolam Renang Citraland di Kecamatan Samarinda Utara; j. Kolam Renang/Water Boom Alaya di Kecamatan Sungai Pinang; dan k. Kolam Pemancingan Tjiu Palace di Kecamatan Sambutan.

	5.
	Kawasan Peruntukan Industri
	a. Kawasan peruntukan industri kecil dan mikro meliputi: industri tahu tempe Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Samarinda Ilir; industri gula semut di Kecamatan Samarinda Utara; industri amplang/pengolahan hasil perikanan di Kecamatan Sungai Kunjang, Palaran dan Samarinda Ilir; kerajinan manik di Kecamatan Sungai Kunjang, industri sapu ijuk di Kecamatan Sungai Kunjang. 

b. Kawasan peruntukan industri sedang dan menengah meliputi industri sarung tenun di Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Samarinda Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Loa Janan Ilir; industri perkapalan kayu di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang, industri pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir; industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir. 

c. Kawasan peruntukan industri besar berupa kawasan Industri Perkapalan Baja di Kecamatan Samarinda Ilir, Sambutan, Samarinda Seberang dan Palaran. Industri kayu dan pengolahan hasil hutan di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Samarinda Ilir dan Palaran.

	6.
	Kawasan Peruntukan Ruang bagi Sektor Informal
	Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal meliputi: Kawasan Citra Niaga di Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota.

	7.
	Kawasan Peruntukan Pertambangan
	a. Kawasan pertambangan kelompok batuan yang meliputi:1. batu gunung yang terletak di Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; 2. tanah urug yang terletak di kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir dan Samarinda Utara; dan 3. pasir sungai yang terletak di Kecamatan Loajanan Ilir dan Sambutan. 

b. Kawasan pertambangan kelompok batubara yang meliputi: 1. batubara yang ijinnya dikeluarkan oleh Kementerian ESDM terletak di Kecamatan Sambutan, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Samarinda Utara, Kecamatan Samarinda Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kecamatan Samarinda Seberang, Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Ilir; dan 2. batu bara yang ijinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

	8.
	Kawasan Peruntukan Pertahanan Keamanan
	a. Kompleks Kepolisian di Kecamatan Samarinda Kota dengan luasan sekitar 1 (satu) hektar di Kecamatan Samarinda Kota dan seluas kurang lebih 0,5 (nol koma lima) hektar di Kecamatan Sungai Kunjang. 

b. Kompleks Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Samarinda Kota seluas kurang lebih 10 (sepuluh) hektar, seluas kurang lebih 5 (lima) hektar di Kecamatan Samarinda Seberang dan tempat latihan militer seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Samarinda Utara. 

c. Kawasan pertahanan : 1. Korem 091/Aji Surya Natakusuma di Kecamatan Samarinda Kota; Kodim 0901/ Samarinda diKecamatan Samarinda Kota; 3. Denpom-1, Denbekang VI-44-01, Denzibang-1,Denpal 06-12-03, Kecamatan Samarinda Ulu; 4. Pekas Gabrah 54 Na.2.08.05 di Kecamatan Samarinda Kota; 5. Koramil 01 di Kecamatan Samarinda Ulu; 6. Koramil 02 di Kecamatan Samarinda Utara; 7. Koramil 03 di Kecamatan Samarinda Seberang; 8. Koramil 04 di Kecamatan Palaran; 9. Kipan A, Kipan C Yonif 611/AWL di Kecamatan Loa Janan Ilir.

	9.
	Kawasan Strategis Kota
	a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi: 1. Kawasan industri di Kecamatan Palaran. 2. Kawasan perdagangan Citra Niaga di Kecamatan Samarinda Kota; 3. Kawasan perdagangan dan jasa skala kota di Kecamatan Sambutan. 

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi : 1. Kawasan Pariwisata Budaya Desa Pampang terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Samarinda Seberang. 

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan meliputi: 1. Kawasan Kebun Raya Samarinda terletak di Kecamatan Samarinda Utara; 2. Kawasan Tepian Sungai di sepanjang sungai Kota Samarinda.

d. Kawasan Strategis dari sudut aksesibilitas tinggi meliputi: 1. Kawasan Industri Palaran; 2. Kotabaru berbasis industri Palaran; 3. Kota Baru Bekas Bandara Termindung; 4. Kawasan CBD di Pusat Kota; 5. Pusat Pemerintahan di Makroman; 6. Kawasan Wisata Lempake; 7. Kawasan Tepian Mahakam; 8. Kawasan Bandar Udara Sei Siring; 9. Pusat Pengembangan Samarinda Seberang.


Sumber: Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 2 Tahun 2014 tentang RTRW Kota Samarinda Tahun 2014-2034, Bappeda Tahun 2016
Tabel 3.7
Peta Pola Ruang Kota Samarinda
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Terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kota Samarinda analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan akan membantu menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan seperti :

· Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketersediaan sumber daya terutama yang terkait dengan aspek geologi;
· Kegiatan pembangunan dengan skala prioritas yang tidak sesuai dengan daya dukung lingkungan sehingga sumber daya akan tereksploitasi secara berlebihan;
· Kegiatan pembangunan yang lokasinya rentan terhadap pencemaran dan degradasi lingkungan.

Secara khusus kebutuhan akan analisis daya dukung fisik kawasan Kota Samarinda dipengaruhi oleh beberapa persoalan yang sedang berkembang seperti : 

· Alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan pemukiman dan pertambangan;
· Ruang Terbuka Hijau (RTH) dibeberapa kawasan sekitar Kota Samarinda sebagai daerah resapan dan penopang penanggulangan banjir.
3.5. Penentuan Isue-isue Strategis

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan Kecamatan Samarinda Seberang melalui tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang.  Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. 

Adapun isu isu strategis pada Kecamatan Samarinda Seberang dalam mengatasi  berbagai permasalahan dimasa kini dan kedepan dapat dirumuskan sebagai berikut :
Tabel 3.8
Tabel Isu-isu Strategis Kecamatan Samarinda Seberang          Tahun 2016 - 2021    
	No
	Isu Strategis
	Permasalahan Strategis 

	1
	Pelayanan Publik
	· Kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah, baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan/PATEN perlu ditingkatkan kualitasnya 
· Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintah perlu ditingkatkan
· Sarana dan prasarana pendukung publik perlu ditingkatkan

	2
	Kelembagaan masyarakat dan institusi
	· Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan koordinasi lintas sektor

	3
	Ekonomi Unggulan
	· Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi unggulan yang bersifat lokal dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk
· Belum digalinya potensi kawasan wisata unggulan secara maksimal oleh SKPD teknis terkait

	4
	Kualitas Lingkungan Hidup
	· Masih rendahnya sanitasi lingkungan, terutama daerah pasang surut air sungai
· Metode 3R masih belum maksimal diterapkan dalam pengelolaan sampah
· Potensi bahaya banjir pada daerah rendah karena berubahnya fungsi resapan air dan drainase yang buruk
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